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BAB III 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka maka penulis 

mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan sebagai berikut : 

1. Proses beracara pidana di Pengadilan Militer dalam menangani Tindak Pidana 

Insubordinasi ternyata tidak selalu sama dengan menangani tindak pidana 

militer pada umumnya. Proses tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai 

berikut : 

a. Tahap penyidikan oleh Oditur Militer atau ANKUM untuk mengumpulkan 

bukti-bukti bahwa telah terjadi tindak pidana insubordinasi. 

b. Tahap berikutnya adalah Tahap pelimpahan berkas perkara oleh penyidik 

kepada Oditur militer untuk diserahkan kepada PAPERA. Dalam tahap ini 

biasanya terjadi perbedaan pendapat antara PAPERA dan Oditur Militer, 

disuatu sisi Oditur Militer menyatakan suatu kasus di selesaikan di 

Pengadilan Militer dan di suatu sisi PAPERA menyatakan kasus tersebut 

cukup diselesaikan di sidang disiplin militer saja. Sehingga proses 

penyelesaian perkara suatu tindak pidana militer satu dengan yang lain 

berbeda, bisa diselesaikan di Pengadilan Militer atau sidang disiplin di 

kesatuan. 

c. Apabila diteruskan ke Pengadilan Militer, setelah menerima berkas perkara 

dari Oditur Militer, Pengadilan Militer menentukan TAPKIM dan 

diteruskan menetapkan TAPSID. 
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d. Tahap pemeriksaan di persidangan Oditur Militer membacakan surat 

Dakwaan, pembuktian dan penuntutan kemudian kepada Terdakwa 

diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan, setelah itu dapat segera 

dilaksanakan putusan. 

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam Perkara 

Insubordinasi sebagai berikut : 

a. Prajurit yang bersangkutan dinilai melanggar Sapta Marga dan Sumpah 

Prajurit karena melakukan perbuatan yang melawan atasan, hal itu jelas 

melanggar Asas Komando. 

b. Pelaku insubordinasi dianggap tidak mencerminkan perilaku prajurit yang 

terikat kepada aturan kedinasan. 

c. Pernah tidaknya pelaku mendapatkan penghargaan dalam karirnya sebagai 

militer. 

Disamping pertimbangan pokok diatas Majelis Hakim pun juga memperhatikan 

faktor umum yang dapat meringankan atau memberatkan, faktor tersebut antara 

lain : 

a. Faktor meringankan : 

Semasa dinas pelaku belum pernah melakukan tindak pidana militer atau 

dikenai hukuman sidang disiplin.  

b. Faktor memberatkan : 

Pelaku adalah perwira senior yang seharusnya memberikan panutan yang 

baik kepada prajurit yang memiliki pangkat lebih rendah. 
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2. Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut : 

1) Bagi Hakim Militer sebaiknya dalam memeriksa pelaku Tindak Pidana 

Insubordinasi harus melihat faktor yang meringankan dan memberatkan serta 

menemukan fakta yang sebenarnya dalam persidangan sehingga dalam 

memberikan putusan dapat secara adil . 

2) Bagi Prajurit TNI sebaiknya lebih menghayati dan menjiwai apa yang tertulis 

di dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, karena kedua hal tersebut 

merupakan pedoman dan semangat menjadi Prajurit TNI sejati yang dapat 

menjunjung tinggi sikap disiplin.  
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